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Abstrak

The rapid development of assisted reproductive technology has introduced complex
legal issues concerning the status of children born through surrogate motherhood,
particularly regarding lineage and inheritance rights. Although surrogate
motherhood is prohibited under Indonesian positive law and Islamic law, the legal
consequences for children born through this practice remain uncertain, creating
challenges in determining civil relationships and inheritance entitlement. This study
aims to examine the legal status of children born through surrogate motherhood and
to analyze their inheritance rights based on the principle of maslahah mursalah. This
research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and
comparative approaches. Primary legal materials consist of Indonesian legislation,
the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and relevant fatwas, while
secondary materials include legal literature and scholarly journals. The findings
indicate that surrogate motherhood has no legal recognition in Indonesia and
generates uncertainty regarding the determination of parentage. Through
the maslahah mursalah approach, legal protection should prioritize the objectives of
Islamic law by preserving lineage (hifz al-nasl) while ensuring legal certainty and
safeguarding the civil and inheritance rights of the child. This approach offers a
balanced legal framework that upholds public welfare without legitimizing the
practice of surrogate motherhood.

Kata kunci: surrogate mother, child legal status, inheritance rights, maslahah
mursalah, Islamic law.

A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (A4ssisted Reproductive Technology)
telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kesehatan reproduksi, salah
satunya melalui metode surrogate mother atau ibu pengganti. Praktik ini dilakukan

dengan menanamkan embrio hasil pembuahan sperma dan ovum kepada perempuan
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lain yang bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan yang memiliki
keterbatasan reproduksi. Di berbagai negara, surrogate mother telah berkembang
menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi infertilitas. Namun, perkembangan
tersebut juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan
dengan penentuan status hukum anak, hubungan keperdataan, nasab, serta hak waris.

Di Indonesia, praktik surrogate mother belum memperoleh pengakuan hukum dan
bahkan dilarang berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan teknologi
reproduksi berbantu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025.
Larangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan rahim perempuan lain dalam
proses reproduksi tidak sesuai dengan sistem hukum nasional. Meskipun demikian,
larangan terhadap praktik surrogate mother tidak serta-merta menghilangkan
konsekuensi hukum yang muncul apabila seorang anak telah dilahirkan melalui
mekanisme tersebut.

Sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur
mengenai kedudukan hukum anak hasil surrogate mother, terutama mengenai siapa
yang berkedudukan sebagai ibu menurut hukum, apakah perempuan yang
memberikan ovum atau perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tersebut.
Ketidakjelasan tersebut berimplikasi terhadap hubungan keperdataan anak, termasuk
hak pemeliharaan, perwalian, pencatatan sipil, serta hak untuk memperoleh warisan.
Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan keluarga menjadi dasar timbulnya hak
dan kewajiban keperdataan, sehingga ketidakpastian mengenai status hukum anak
berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan hak-hak anak.

Persoalan tersebut juga menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam. Mayoritas
ulama berpendapat bahwa ibu adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan

anak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, sedangkan sebagian ulama
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kontemporer mengaitkan status keibuan dengan perempuan yang menyumbangkan
ovum. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada penentuan nasab yang
menjadi dasar hubungan kewarisan dalam Islam. Padahal, kejelasan nasab merupakan
salah satu tujuan utama syariat (maqgashid al-syariah), khususnya dalam aspek hifz al-
nasl (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, praktik surrogate mother tidak hanya
menimbulkan persoalan biologis dan medis, tetapi juga menghadirkan persoalan
hukum dan keagamaan yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif.

Dalam kondisi demikian, pendekatan maslahah mursalah menjadi relevan untuk
digunakan sebagai landasan analisis. Sebagai salah satu metode penemuan hukum
Islam, maslahah ~ mursalah digunakan untuk  menjawab  persoalan-persoalan
kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis,
dengan tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan
kemudaratan.  Pendekatan ini  tidak  dimaksudkan untuk  melegitimasi
praktik surrogate mother yang telah dilarang, melainkan untuk menganalisis
bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir dari praktik tersebut
agar tidak kehilangan hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, analisis maslahah
mursalah diarahkan pada upaya menjaga tujuan syariat, khususnya perlindungan
terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal),
sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan prinsip
keadilan dan kemanfaatan.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas legalitas praktik surrogate
mother, keabsahan perjanjian ibu pengganti, maupun status hukum anak berdasarkan
hukum positif Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara
komprehensif mengkaji implikasi penentuan kedudukan hukum anak terhadap hak
waris dengan menggunakan pendekatan maslahah mursalah sebagai pisau analisis

utama. Padahal, perkembangan teknologi reproduksi menuntut adanya konstruksi
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hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu
mewujudkan kemaslahatan bagi anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh
perlindungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah,
yaitu: (1) bagaimana kedudukan hukum anak hasil surrogate mother berdasarkan
hukum Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi kedudukan hukum tersebut terhadap
hak waris berdasarkan pendekatan maslahah mursalah.

Kajian mengenai surrogate mother telah dilakukan dari berbagai perspektif
hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhanawan (2023) berfokus pada analisis
praktik surrogate mother berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa praktik surrogate mother tidak memiliki dasar hukum dan
bertentangan dengan ketentuan mengenai teknologi reproduksi berbantu yang berlaku
di Indonesia. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek legalitas
praktik surrogate mother, tanpa membahas akibat hukum terhadap status anak
maupun implikasinya terhadap hak waris.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wibowo (2024) yang mengkaji keabsahan
perjanjian surrogate mother berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian
tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian surrogate mother tidak memenuhi syarat
sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
karena bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
Meskipun memberikan analisis mengenai aspek kontraktual, penelitian tersebut
belum membahas hubungan keperdataan anak maupun konsekuensi kewarisan yang
timbul setelah anak dilahirkan.

Selanjutnya, Pradipta (2024) mengkaji legalitas perjanjian surrogate
mother dalam proses in vitro fertilization beserta akibat hukumnya terhadap status

anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan khusus
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mengenai surrogate mother menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak
yang dilahirkan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek
legalitas dan status keperdataan anak, tanpa menguraikan secara mendalam implikasi
penentuan status tersebut terhadap hak waris berdasarkan perspektif hukum Islam
maupun pendekatan maslahah mursalah.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan maslahah
mursalah sebagai pisau analisis utama dalam menilai implikasi hak waris anak
hasil surrogate mother. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan konstruksi
hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum berdasarkan ketentuan hukum
positif Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (maqashid al-
syariah), khususnya perlindungan terhadap keturunan (4ifz al-nasl) dan perlindungan
terhadap harta (hifz al-mal). Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada
pembahasan mengenai legalitas surrogate mother, melainkan menawarkan analisis
normatif mengenai perlindungan hak-hak keperdataan dan hak waris anak
berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative
approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis,
serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 72 Tahun 2011 tentang Bayi Tabung;

dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis,
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disertasi, serta literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara
menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan
dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara
kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum dan
argumentasi hukum untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai kedudukan anak
hasil surrogate mother serta implikasi hak warisnya berdasarkan prinsip maslahah
mursalah.
. HASIL DAN PEMBAHASAN
. Kedudukan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu telah menghadirkan berbagai
metode untuk membantu pasangan suami istri memperoleh keturunan, salah satunya
melalui praktik surrogate mother. Praktik ini dilakukan dengan menanamkan embrio
hasil fertilisasi in vitro ke dalam rahim perempuan lain yang bersedia mengandung
dan melahirkan anak bagi pasangan yang menyediakan sperma dan ovum. Meskipun
secara medis metode tersebut memberikan peluang bagi pasangan yang mengalami
infertilitas, praktik surrogate mother menimbulkan persoalan hukum yang kompleks
karena melibatkan lebih dari satu perempuan dalam proses reproduksi, yaitu
perempuan yang menyumbangkan ovum dan perempuan yang mengandung serta
melahirkan anak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang
berkedudukan sebagai ibu menurut hukum dan bagaimana hubungan keperdataan
anak yang dilahirkan.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum mengenal praktik surrogate
mother sebagai bentuk teknologi reproduksi yang diperbolehkan. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 2 Tahun 2025 hanya memperbolehkan teknologi reproduksi berbantu apabila
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embrio hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah
ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang berasal dari ovum tersebut. Ketentuan
ini menunjukkan bahwa penggunaan rahim perempuan lain sebagai media kehamilan
tidak memperoleh pengakuan hukum. Oleh karena itu, setiap praktik surrogate
mother bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.

Meskipun praktik surrogate mother dilarang, hukum tetap harus memberikan
kepastian terhadap status anak yang telah lahir. Prinsip perlindungan anak
menghendaki agar anak tidak menanggung akibat hukum atas perbuatan yang
dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik surrogate
mother tidak boleh diartikan sebagai dasar untuk menghilangkan hak-hak keperdataan
anak. Sebaliknya, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum
terhadap identitas, status hukum, serta hak-hak sipil anak sesuai dengan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

Permasalahan utama terletak pada penentuan hubungan keperdataan anak dengan
perempuan yang mengandung dan melahirkan maupun perempuan yang memberikan
ovum. Dalam hukum perdata Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara
eksplisit menentukan ibu sah dalam praktik surrogate mother. Akibatnya, terjadi
kekosongan norma (vacuum of norms) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum mengenai pencatatan kelahiran, hubungan keluarga, hak perwalian, hingga hak
kewarisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi reproduksi
belum diikuti oleh perkembangan regulasi yang mampu mengakomodasi persoalan
hukum yang muncul di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik surrogate mother pada umumnya
dipandang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam

menjaga kejelasan nasab (hifz al-nasl). Mayoritas ulama berpendapat bahwa
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perempuan yang melahirkan anak memiliki hubungan keibuan sebagaimana
ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 2 dan Surah Al-Ahgaf ayat 15
yang menegaskan bahwa ibu adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan
anak. Oleh karena itu, pemindahan embrio ke rahim perempuan lain dipandang
berpotensi menimbulkan percampuran nasab yang dilarang dalam Islam.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa bayi tabung
hanya diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang
sah serta embrio ditanamkan kembali ke rahim istri yang bersangkutan. Penggunaan
rahim perempuan lain dinilai tidak memenuhi prinsip tersebut sehingga
praktik surrogate mother tidak dibenarkan. Larangan tersebut didasarkan pada upaya
menjaga kemurnian nasab, mencegah sengketa keperdataan, serta menghindari
kerancuan mengenai hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua biologis
maupun ibu pengganti.

Penulis berpendapat bahwa kekosongan pengaturan mengenai kedudukan anak
hasil surrogate mother tidak boleh mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum
terhadap anak. Meskipun praktik surrogate mother dilarang dalam sistem hukum
Indonesia, anak yang lahir melalui praktik tersebut tetap merupakan subjek hukum
yang harus memperoleh kepastian mengenai status keperdataannya. Dalam konteks
ini, diperlukan konstruksi hukum yang mampu membedakan antara larangan terhadap
praktik surrogate mother dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir
akibat praktik tersebut. Dengan demikian, pendekatan hukum tidak hanya berorientasi
pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan terhadap
kepentingan terbaik bagi anak. Analisis ini menjadi dasar untuk mengkaji implikasi
lebih lanjut terhadap hubungan kewarisan anak hasil surrogate mother melalui

pendekatan maslahah mursalah.
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2. Implikasi Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Berdasarkan Maslahah
Mursalah

Penentuan kedudukan hukum anak hasil surrogate mother secara langsung
memengaruhi hubungan kewarisan antara anak dengan pihak-pihak yang terlibat
dalam proses reproduksi tersebut. Dalam hukum kewarisan, hak mewaris lahir karena
adanya hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan, atau sebab lain yang diakui
oleh hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan mengenai penentuan ibu yang
sah dalam praktik surrogate mother, maka akan timbul persoalan mengenai siapa
yang mempunyai hubungan kewarisan dengan anak. Permasalahan tersebut menjadi
semakin kompleks karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus
mengenai akibat hukum praktik surrogate mother, sedangkan hukum Islam
menempatkan kejelasan nasab sebagai syarat utama dalam penentuan hak dan
kewajiban keperdataan, termasuk hak waris.

Dalam sistem hukum waris Islam, hubungan kewarisan didasarkan pada adanya
hubungan nasab yang sah. Kejelasan nasab menjadi dasar dalam menentukan siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan siapa yang berhak memperoleh bagian warisan.
Oleh karena itu, persoalan utama dalam praktik surrogate mother bukan terletak pada
proses pembuahan embrio, melainkan pada penentuan hubungan keibuan yang
menjadi dasar lahirnya hubungan kewarisan. Apabila ibu dipahami sebagai
perempuan yang melahirkan anak, maka hubungan kewarisan lahir antara anak
dengan ibu pengganti beserta keluarga sedarahnya. Sebaliknya, apabila ibu dipahami
sebagai perempuan yang menyumbangkan ovum, maka hubungan kewarisan lahir
dengan orang tua biologis. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa
praktik surrogate motherberpotensi menimbulkan dualisme status hukum yang

berdampak pada kepastian hak waris anak.
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Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hubungan perdata anak
masih didasarkan pada sistem yang mengakui hubungan keluarga berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, belum terdapat norma yang secara
eksplisit mengatur konsekuensi hukum apabila seorang anak dilahirkan oleh
perempuan yang bukan pemilik ovum. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan
tidak adanya kepastian mengenai pihak yang memiliki hubungan keperdataan dan
hubungan kewarisan dengan anak hasil surrogate mother. Kondisi ini menunjukkan
bahwa perkembangan teknologi reproduksi belum diikuti dengan perkembangan
regulasi yang mampu menjawab persoalan hukum yang muncul di masyarakat.
Maslahah mursalah merupakan metode istinbat hukum yang digunakan untuk
menyelesaikan persoalan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an
maupun Hadis dengan tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Praktik surrogate mother merupakan
persoalan kontemporer yang tidak dikenal pada masa pembentukan hukum Islam
klasik  sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang mampu
mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan
tujuan utama syariat (maqgashid al-syariah).

Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan terhadap keturunan (4ifz al-
nasl) merupakan salah satu kebutuhan primer (dharuriyyat) yang harus dijaga.
Kejelasan nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas keluarga, tetapi juga
menentukan hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak perwalian, nafkah, dan
kewarisan. Oleh karena itu, praktik surrogate mother dipandang berpotensi
menimbulkan kerancuan nasab apabila tidak terdapat kepastian mengenai hubungan
hukum antara anak dengan perempuan yang mengandung maupun orang tua biologis.

Dari sudut pandang ini, larangan terhadap praktik surrogate mother bertujuan untuk
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mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar berupa ketidakjelasan garis keturunan
dan sengketa hukum dalam hubungan keluarga.

Di sisi lain, maslahah mursalah juga menghendaki adanya perlindungan terhadap
anak yang telah lahir melalui praktik tersebut. Anak tidak dapat dibebani akibat
hukum dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, meskipun
praktik surrogate mother tidak dibenarkan menurut hukum positif Indonesia maupun
hukum Islam, hak-hak keperdataan anak tetap harus memperoleh perlindungan.
Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan
mewujudkan keadilan (al-'adl), sehingga anak tidak kehilangan hak ekonomi maupun
hak sosial akibat kekosongan pengaturan hukum.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan maslahah mursalah tidak dapat digunakan
untuk melegitimasi praktik surrogate mother, karena praktik tersebut bertentangan
dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan tujuan syariat dalam menjaga
kejelasan nasab. Akan tetapi, pendekatan maslahah mursalah memiliki peran penting
dalam memberikan solusi terhadap akibat hukum yang timbul setelah seorang anak
dilahirkan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang harus diprioritaskan bukanlah
kepentingan para pihak yang melakukan praktik surrogate mother, melainkan
perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kesalahan.

Menurut analisis penulis, perlindungan terhadap hak waris anak harus tetap
memperhatikan dua tujuan utama maqgashid al-syariah, yaitu hifz al-nasl dan hifz al-
mal. Hifz al-nasl menghendaki adanya kepastian mengenai hubungan nasab agar tidak
terjadi percampuran garis keturunan, sedangkan hifz al-mal menuntut adanya
perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak. Dengan demikian, penyelesaian hukum
yang berorientasi pada maslahah mursalah harus mampu menjaga keseimbangan
antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan prinsip-

prinsip syariat Islam.
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Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi bahwa
perlindungan hukum terhadap anak hasil surrogate mother harus diarahkan pada
pemberian kepastian mengenai status keperdataan dan hak-hak keperdataannya,
termasuk hak waris, melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur
akibat hukum praktik surrogate mother. Kehadiran pengaturan tersebut diharapkan
mampu mencegah terjadinya kekosongan norma, memberikan kepastian hukum bagi
anak, serta tetap menjaga tujuan syariat dalam melindungi keturunan dan harta.
Dengan demikian, pendekatan maslahah mursalah berfungsi sebagai  dasar
argumentasi dalam merumuskan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap anak
hasil surrogate mother tanpa memberikan legitimasi terhadap praktik surrogate
mother itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah di paparkan, dapat disimpulkan bahwa pertama,
praktik surrogate mother tidak memperoleh pengakuan hukum dalam sistem hukum
Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, serta
prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab
(hifz  al-nasl). Ketiadaan pengaturan khusus mengenai akibat hukum
praktik surrogate mother menimbulkan kekosongan norma dalam menentukan
kedudukan hukum anak, terutama mengenai hubungan keperdataan dengan orang tua
biologis maupun ibu pengganti. Meskipun demikian, anak yang lahir melalui praktik
tersebut tetap merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan
hukum, sehingga larangan terhadap praktik surrogate mother tidak boleh
menghilangkan hak-hak keperdataan yang melekat pada anak.

Kedua, implikasi hak waris anak hasil surrogate mother sangat bergantung pada

kejelasan hubungan nasab sebagai dasar lahirnya hubungan kewarisan. Berdasarkan
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pendekatan maslahah mursalah, penyelesaian terhadap persoalan hak waris harus
berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dengan tetap menjaga tujuan syariat
(magqashid al-syariah), khususnya perlindungan terhadap keturunan (kifz al-nasl) dan
perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, pendekatan maslahah
mursalah tidak  dimaksudkan untuk melegitimasi praktik surrogate mother,
melainkan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap
hak-hak keperdataan dan hak waris anak yang lahir melalui praktik tersebut agar
tetap memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah
membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur akibat hukum praktik surrogate
mother, terutama mengenai kedudukan hukum anak, hubungan keperdataan, dan hak
waris, sehingga tidak terjadi kekosongan norma dalam penyelesaian perkara yang
mungkin timbul di kemudian hari. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian
akademik mengenai penerapan maslahah mursalah terhadap persoalan teknologi
reproduksi berbantu sebagai landasan pembentukan hukum yang adaptif terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional

dan nilai-nilai syariat Islam.
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